
BUPATI BARITO KIJALA
PRO\TINSI I{ALIMANTAN SEIATAI{

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.4sl 6e IKUM /2424

TENTANG

PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : a. ..,bahwa penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang
,', f,rrilik daerah kepada pihak lqnjrt dengan menerima

,', i;,$nggantian da{am'Hentuk uang;

b:r'-.. .b-ahrrl.a 
""sgai.derlgan 

pasal 339:Feraturan Menteri Dalam

, r' '-trrln ri' 'Nompr'.lg ' Tahun VOLO . -teltang Pedoman
- ., . p*iigelolaan Bar .M{i! Daeratrr;.pe-hjQalan barang milik
..''r:'.darirah'* r.seqqra .1e1hng,''..kecua1i dalam hal

tertentu;

di atas,
Daerah

dimaksud
ditetapkan

c.

d.

Mengingat : 1. Uadahg.thdams Nomor 27 Tahun, 1959 tentang Penetapan
Undang'U:ij4ry1g D,arurat ,,It[-omor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan, Daerah'Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Repu,blik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undarr$'(tembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 42561sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Un,Sang-
Undang Nomor 1 Tahun 2A2O tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Carona Vints Disease 201'9 (Covid-
t9l dar;t /atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional danf atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2A Nomor
L34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6a85);

w,

2.



4.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2A2O tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OZA tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Carona Virus
Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O2O Nomor 134, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6a85);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 244, Tawrbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kati terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2A23 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2A22 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
4!, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Al4 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2AL9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Al9 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 63221;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2A16
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2016 Nomor Saal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2A2l
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi,
dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 1O76);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 13

Tahun zAfi tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
pembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 13
Tahun 2Afi\

5.

6.

7.

8.

9.



Menetapkan

KESATU :

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito l{uala Nomor 8 Tahun
2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten
Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Membentuk Panitia Penjualaan Barang Milik Daerah Tahun
Anggaran 2A24, dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :

L. Meneliti, mengumpulkan dan mengamankan Barang Milik
Daerah yang akan dijual beserta dokumen-dokumen
kepemilikan;

2. Melengkapi berkas permohonan penjualan I pelelangan yang
disampaikan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang (KPKNL) Banjarmasin;

3. Memfasilitasi penyelenggaraan penjualan melalui pelelangan
oleh Pejabat lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang {KPKNL} Banjarmasin;

4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan penjualan barang milik daeratr berd.asarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap pelaksanaan pelelangan dibuat Risalah Lelang dan
bertanggungiawab kepada Bupati Barito Kuala melalui
Pengelola Barang.

Jangka waktu pelaksanaan tugas panitia dari tanggal 2 Januari
2023 sampai dengan selesainya pelaksanaan pelelangan barang
milik daerah, dan semua biaya untuk pelaksanaan tugas
Panitia dibebankan pada Anggaran Pendapatan danBelanja
Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pad4 15 Januari 2424



Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor L88.45/ 69 /KUM /2024
Tanggal 15 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2O2+

w

Kasubbid Pemindahtanganan Barang Milik
Daerah BPKAD

Kebutuhan Inventaris

KEDUDUKAN DALAM
KEPANITIAAN

Penanggungiawab

Sekretaris

Anggota

Anggota

3

JABATAN PADA INSTANSI

BPKAD Kabuoaten Barito Kuala Ketua
Kabid Aset Daerah BPKAD

Kasubbid Penatausahaan Barang Milik Daerah

peiancaiif Peratnran P;iundan}-Unddgan p"a"
ian Hukum Sekretariat Daerah
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